
   
 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA 

NOMOR : 4/HK.03.01/1108/2022 

TENTANG   

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern  Pemerintah di Lingkungan  Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Aceh Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

          4. Undang-Undang………. 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4890); 

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum  dan Pemilihan di 

Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Aceh Nomor 106); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN : ………… 
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